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MOTTO 

“Pendidikan Merupakan Senjata Paling Ampuh Yang Bisa Kamu Gunakan Untuk 

Merubah Dunia” 

(Nelson Mandela) 

 

 

“Jangan Takut Jatuh, Karena Yang Tidak Pernah Memanjatlah Yang Tidak 

Pernah Jatuh” 

(Hamka) 
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ABSTRAK 

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat (Satpol PP) merupakan 

unsur pendukung tugas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam mengamankan dan 

melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersifat khusus di 

bidang ketentraman dan ketertiban umum. Adapun tugas dan fungsi dari Satpol PP 

sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, seperti menangani 

masalah sampah, bangunan liar, pedagang kaki lima, tindak kejahatan, prostitusi, 

dan sebagainya, , akan tetapi prostitusi sekarang menjadikan satuan rumah kos 

untuk melakukan praktik prostitusi sehingga penyebarannya yang sangat sulit di 

kontrol mengingat banyaknya rumah-rumah di Kabupaten Gresik yang dijadikan 

rumah kos. Dari latar belakang masalah diatas penulis menitik beratkan pada 

rumusan masalah yaitu: Bagaimana pengaturan kewenangan Satpol PP terhadap 

penggeledahan rumah kos di Kabupaten Gresik dan Bagaimana pertanggung 

jawaban Satpol PP dalam melakukan penggeledahan rumah kos yang melebihi 

kewenangannya.  

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan 

pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dibuat untuk 

mengatur kehidupan masyarakat Gresik yang tidak diatur ataupun sebagai aturan 

kelanjutan dari peraturan pemerintah ataupun perundang-undangan. Adanya 

dugaan terjadinya tindakan pelanggaran maka akan dilakukan penyelidikan atau 

penyidikan dilaksanakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau masyarakat lebih 

mengenal dengan sebutan PPNS yang berada di dalam instansi Satpol PP 

Kabupaten Gresik atas dasar laporan masyarakat atau berdasarkan surat perintah 

atasan. 

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah Kewenangan Satpol PP 

merupakan kewenangan mandat karena untuk menjaga eksistensi penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan pelindungan 

masyarakat maka tugas Pemerintah Daerah tersebut dimandatkan kepada Satuan 

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di daerah yang bersangkutan khususnya di 

Kabupaten Gresik. Pertanggungjawaban Satpol PP Kabupaten Gresik sebagai 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang dalam pengawasan dan penindakan, 

yaitu tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan 

terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan, kewenangan yang dilakukan 

Satpol PP dalam melakukan penggeledahan rumah kos ialah menindaklanjuti setiap 

laporan masyarakat tentang kejadian tindak pidana pelacuran dan asusila atas dasar 

surat tugas dari atasan atau dalam penggeledahan harus mempunyai izin dari 

Pengadilan Negeri setempat.  

Saran penulis adalah Agar kiranya Satpol PP Kabupaten Gresik serius dan 

konsisten dalam melakukan pengawasan dan pecegahan terhadap tempat-tempat 

atau rumah kos yang disinyalir dipergunakan untuk perbuatan asusila dan 

melakukan penggeledahan tempat kos sesuai SOP yang ada. 

  

Kata kunci : Satpol PP, Penggeledahan, Asusila, Rumah Kos.
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ABSTRACT 

The Civil Service Police Unit, hereinafter abbreviated as Satpol PP, is a 

supporting element for the City/Regency Government's duties in securing and 

implementing Regency/City Regional Regulation policies that are specific in the 

field of peace and public order. As for the duties and functions of Satpol PP as 

organizers of peace and public order, such as dealing with the problem of garbage, 

illegal buildings, street vendors, crime, prostitution, and so on, however, 

prostitution now makes boarding house units to practice prostitution so that its 

spread is widespread. very difficult to control considering the number of houses in 

Gresik Regency that are used as boarding houses. From the background of the 

problem above, the author focuses on the formulation of the problem, namely: How 

is Satpol PP's authority to search boarding houses in Gresik Regency and what is 

the responsibility of Satpol PP in carrying out boarding house searches that exceed 

its authority. 

This study uses a normative juridical approach with a statutory approach, a 

conceptual approach and a case approach. The results of the study show that the 

Gresik Regency Regional Regulation was made to regulate the life of the Gresik 

people who are not regulated or as a follow-up rule from government regulations 

or legislation. If there is an allegation that an act of violation has occurred, an 

investigation will be carried out or an investigation will be carried out by civil 

servant investigators or the public, better known as PPNS, who are within the 

Satpol PP Gresik Regency on the basis of a public report or based on a superior's 

order. 

The conclusion drawn from this research is that the Satpol PP Authority is a 

mandate authority because in order to maintain the existence of implementing 

public order and peace, as well as providing community protection, the task of the 

Regional Government is mandated to the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in 

the area concerned, especially in Gresik Regency. . The responsibility of the Satpol 

PP of Gresik Regency as a Civil Servant Investigator has the authority to supervise 

and take action, namely actions taken to reduce or eliminate the possibility of an 

unwanted incident. the crime of prostitution and immorality on the basis of an 

assignment letter from a superior or during a search must have permission from 

the local District Court. 

The author's suggestion is that the Satpol PP of Gresik Regency be serious and 

consistent in carrying out supervision and prevention of places or boarding houses 

that are allegedly used for immoral acts and conduct searches of boarding houses 

in accordance with existing SOP. 

 

Keywords: The Civil Service Police Unit, Search, Immorality, Boarding House. 
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